
KEPUruSAN DEKAN FAKULTAS TLMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIKLNTVERSITAS turcen 
"oc"oronroNOMOR B/53^^t 34. 1 4tHK.03 /2023

,ENETA,AN rN."-HJ1[." DTKECUALT KANDI FAKULTAS ILM, sosIAL, Hurun , oaN rI_ni, polrrrK
LTNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, OAN U-,U POUNT

LNIVERS]TAS NEGERI YOGYAKARTA.

Menimbang a

Mengingat : I

b

bahwa berdasarkan perkembangan dokumentasi dan informasi perlu

i"]:3p9." frf.Tasi_yang _dikecualikan di Fakultas ttmu iosial nukum,
oan ltmu Untversitas Negeri yogyakarta;
bahwa untuk keperluan sebalaimana dimaksud pada huruf a perlu
menetapkan Keputusan Dekan 

. 
Tentang penetapan Informasi yang

Dikecualikan di Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu poiiiik universltas
Negeri Yogyakarta.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 200g Tentang Keterbukaan Informasi
Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 15g. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5336):
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor l4 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 149);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 2022 tefiang
Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta;
Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 201 I tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
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"iiffi',#gl,iry;:l-,t*ni,if,x;,J"ifif#ifr 
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r u. reraturan Menteri Riset-

llriru,,tmn j+ii{i'::,lii{{,]fl itii#::iff ?,x11
i l. Perituran- v.ri.ri 'irr"r " ft' I eknologi' dan Pendidikan Tinggi:

Jndonesia N"r"r, , i'.ij,, 
eknologi. dan pendidikan T;nggi Republikyogyakana; n 20l7 tentang Statuta Universiras Negeri

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor l.Tahun 2010 tentang Standar Layanan
,, [,ffi i:li[ffi1t y Repubrik i,a","i"njiii.'ir,

,, uri".*iiur'N;;:.i;###hun 20le tenlans Lavanan Inrormasi Publik
14. peraturan Rektor Nomor 15

, - universitas Negeri yogyakarta]ahun 
2022 tentang organisasi Tata Keria

l). Kepulusan Rektor Universitas Negeri yogyakarta NomorL72ruN.34lDV20 I 9 tanggal z z s"p,".u..-1b, n Lffi .o"nrangkatan

Menetapkan

KESATU:

KEDUA:

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEKAN LTNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG
?4FrAR TNFoRMAST vANG DrKEcuerrrarv pana'i.n our_ras rvru
!9S.I4L, HUKUM, DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERIYOGYAKARTA

Menetapkan InformasJ yang dikecualikan di Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan IlmurolrtrK Unlversitas Negeri yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpiihkan dengan keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Jan'urri 2023
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM,
DAN ILMU POLITIK
I.INIVERSI NEGERI YOGYAKARTA

SUHADI PURWANTARA

lNrP 19591 r29198601 l00l



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR :B,1531UN34.141HK.0312023

TANGGAL :2 JANUARI 2023
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL, IIUKUM, DAT\ ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi publik
Dasar HukumInformasi

Dibuka
No

Ditutup
Jangka Waktu

(Retensi)

Pasal I 7 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnformasi Publik
Pasal 44 Undang-Undang No 43
tahun 2009 tentang kearsipan
Perpres No 54 Tahun 201 0
tentang Pengadaan Barang/jasa

Dokumen pengadaan

barang/jasa dari penYedia
barang/jasa (proses melalui
link pbj.uny.ac.id)

Dapat mengungkap rahasia
perusahaan

I Untuk melindungi rahasia
perusahaan

30 Tahun

Pasal l7 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Dokumen hasil atau Proses
penjatuhan hukuman
disiplin/pelanggaran etika
pegawai dan mahasiswa

Dapat mengungkap rahasia
pribadi pegawai atau mahasiswa
dan dapat menghambat proses
penegakan hukum

2 Untuk menjaga kerahasiaan
masalah pribadi pegawai
atau mahasiswa dan
menjaga keberlan gsungan
proses penegakan hukum

30 Tahun

Pasal 17 Undang-Undang Nomor
l4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Dapat mengungkap rahasia
pribadi seseorang, dapat menjadi
sasaran kejahatan dari oknum
yang tidak berlanggungjawab

Untuk melindungi privasi
seseorang sena melindungi
dari keiahatan

30 Tahun

Pasal 17 Undang-Undang Nomor
l4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Dokumen notulen rapat Yang
bersifat tertutup/rahasia

Dapat mengungkap pem bicaraan
yang sifatnya masih rahasia dan
dapat menimbulkan masalah jika
dibaca oleh pihak yang tidak
berkepentingan

4 Untuk mengamankan hasil
pembicaraan yang si fatnya
masih rahasia

l0 Tahun

Biodata pribadi dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa
berupa:

- No. Telepon
- Alamat
- Data Keluarga

3.



Dokumen usulan promosi,
mutasi, dan rotasi pegawai

Pasal l7 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Dapat mengungkap rahasia
jabatan dan dapat menimbulkan
ketidaknyaman bagi pihak
terkait

Untuk melindungi rahasia
jabatan

4 Tahun

6 Dokumen dan berita acara
pembinaan aparatur

Pasal l7 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Dapat mengungkap rahasia
pribadi

Untuk melindungi rahasia
pribadi ASN

30 Tahun

7 Soal, jawaban, nilai ujian
dinas dan ujian penyesuaian
ijazah

Pasal l7 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Dapat mengganggu proses
assesmen secara kesel uruhan

Untuk menjaga kelancaran
proses asesmen

5 Tahun

Data pengaduan masyarakat
dan laporan hasil pemeriksaan
pengaduan masyarakat
terhadap kinerja dan perilaku
individual pejabat dan/atau
staf

Dapat mengungkap rahasia
pribadi

Untuk melindungi data
pemohon

30 Tahun

Laporan keuangan sebelum
diaudit (unaudited)

Pasal l7 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publ ik

Dapat disalahgunakan pihak
yang tidak bertanggungjawab

Untuk menjamin akurasi
data instansi

Paling sedikit l0
Tahun

l0 Konfi gurasi data center,
disaster recovery center,
database dan aplikasi serta
usemame dan password di
lingkungan UNY

Pasal 16 Undang-Undang
Nomor I I tahun 2008 tentang
lnformasi dan Transaksi
Elektronik
Pasal I 7 Undang-Undang
Nomor l4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnformasi Publik
Pasal 44 Undang-Undang No 43
tahun 2009 tentang kearsipan

Dapat disalalgunakan pihak
yang tidak bertanggungiawab

Untuk melindungi data
instansi

ll. Soal, iawaban, nilai tes ujian
masuk

Pasal 17 Undang-Undang Nomor
l4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnformasi Publik

Dapat disalahgunakan pihak
yang tidak bertanggungjawab

Untuk mencegah konflik I 0 Tahun

12 Data piutang, gaji, dan
tunjangan pegawai

Pasal l7 Undang-Undang Nomor
l4 Tahun 2008 tentang

Dapat disalahgunakan pihak
yang tidak bertanggun gjawab

Selama menjadi
pegawai

5.

8. Pasal l7 Undang-Undang Nomor
l4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

9.

Untuk melindungi rahasia
pribadi



Keterbukaan Informasi Publik

Selama menjadi
pegawai

Untuk melindungi
rahasia pribadi

Apabila informasi Yang
dikecualikan dibuka, daPat

mengungkaP
rahasia pribadi

Pasal l7 Undarg-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Dokumen PengaJuan lzln

perkawinan/Perceraian
13.

Selama menjadi
pegawai

Untuk menjaga rahasia
pribadi

Dapat mengungkaP kinerja
pribadi Pegawai

Pasal l7 Undang-Undang Nomor

l4 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Daftar Penilaian kinerja dan

kompetensi
t4

l0 TahunDapat disalahgunakan Pihak
yang tidak berkomPeten

Informasi daPat dibuka aPabila

sebagai penYokong ranah

hukum

Pasal l7 Undang-Undang Nomor

l4 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Dokumen kasus sengketa

hukum Pidana. Perdata tata

usaha negara, dan agama bagi

dosen, tenaga kePendidikan

dan mahasiswa

t5.

5 tahun dinamis aktif
5 tahun dinamis inaktif
Musnah

ATAU Menyesuaikan
dengan JRA lembaga

Dapat disalahgunakan Pihak
yang tidak berkomPeten

Boleh dibuka hanya untuk

keperluan Yang berkenaan

dengan regulasi de jure

Pasal l7 Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Laporan keuangan tahun

berjalan
16.

DEKAN,

SUHADI PTJRWANTARA

INIP 19591 129198601 l00l


